
NOMOR: 6 

BERITADAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN: 2007 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 
NO MOR 6 TAHON 2007 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONALPROSEDUR PELAYANAN 
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWATENGAH 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa gunameningkatkan kualitas pelayanan 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang 
transparan danalamtabel serta efektif dan efisien, 
perlu disusun Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat 
berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu 
menetapkan Peraturan Gubemur tentang 
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; 
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 OTahun 1950 tentang Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; Indonesia Talmn 2005 Nomor I 08, Tambahan 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia 
Konservasi Swnber DayaAlam Hayati Dan Nomor4548); 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan tentang Peraturan.DisiplinPegawai Negeri Sipil 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 
3419); 1980 Nomor 50, TambahanLembaran Negara 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Republik Indonesia Nomor3 l 76); 
tentang Kehutanan (Lembaran Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 
RepubliklndonesiaTahun 1999Nomor 167, tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 
Tambahan Lembaran Negara Republik Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen 
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah Kehutanan Dan Perkebunan (Lembaran 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Tahun Nomor 3767) 
1 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi . sebagaimana telah diubah beberapa kali 
Undang-Undang (LembaranNegara Republik terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 
Nomor4412); Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Kehutanan Dan Perkebunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana Republik Indonesia Nomor 3914 ); 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan · tentang Tata HutanDan Penyusunan Rencana 
PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor PengelolaanHutan, Pemanfaatan Hutan Dan 
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4026); 
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8. Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 
Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4453); 

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Kedudukan Tugas 
PokokFungsi Dan Susunan Organisasi Dinas 
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas 
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil 
Menengah, Dinas Tenaga Kerj a Dan 
Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas 
Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber DayaAir, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Petemakan, Dinas 
Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, 
Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan 
Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pertambangan DanEnergi, Dinas Pendapatan 
Daerah dan Dinas Lalu Lintas DanAngkutan 
JalanProvinsi Jawa Tengah (LembaranDaerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 
2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata 
Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas 
Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan 
Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas 
Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber DayaAir, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Petemakan, Dinas 
Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, 
Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan 
Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan 
Daerah dan Dinas Lalu Lintas DanAngkutan 
Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri D Nomor 
3); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa 
Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi 
JawaTengahTahun2001 Nomor26); 

11. Keputusan Menteri Kehutanan Norn or 6887 I 
KPTS-IIJ2002 Jis Keputusan Menteri Norn or 
1003 l lKPTS-II/2002, Keputusan Menteri 
Nomor 59/KPTS-Il/2003 tentang Tata Cara 
Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin 
Pemungutan Hasil Hutan Dan Izin Usaha 
Industri Primer Hasil Hutan; 

12 .. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/ 
Kpts-11/2003 tentang Pengukuran Dan 
Pengujian Hasil Hutan di Indonesia; 

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/ 
KPTS-Il/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata · 
Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran 
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Dan Penyetoran Provisi Surnberdaya Hasil 
Hutan; 

14. KeputusanMenteriKehutananNomor 126/ 
KPTS-Il/2003 tentang Penatausahaan Hasil 
Hutan; 

15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, 
Menteri Kehutanan dan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM 
3 Tahun 2003, 22/Kpts-ll/ 03.33/MPP/Kep/l/ 
2003 tentang Pengawasan Pengangkutan 
Kayu melalui Pelabuhan; 

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/ 
KPTS-Il/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata 
Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran 
Dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR); 

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/ 
Menhut-Il/2005 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
126/KPTS-Il/2003 Tentang Penatausahaan 
Hasil Hutan; 

18. Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur 
Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 
tentang Pedoman Umurn Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik; 

19. Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur 
Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 
tentang Pedoman Umurn Penyusunan Indeks 
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 
Pemerintah; 

20. Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur 
Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 

Menetapkan 

tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan 
Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik; 

21. Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 28 
Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok 
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun2002 Nomor30). 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

·PROSEDUR PELAYANAN DINAS 
KEHUTANAN PROVINS! JAWA TENGAH. 

BABI 
KETENTUANUMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 
1. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 
2. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 
3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan 

ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang 
wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. 

4 · Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administrasi 
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan 
jenis pelayanannya 

5. Prosedur Pelayanan adalahkemudahan tahapan pelayanan yang 
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diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan 
alur pelayanan. 

6. Petugas yang ditunjuk adalah Petugas Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Tengah. 

7. Pelayanan Surat Keterangan Sahnya Ha�il Hutan a:ah 
pelayanan yang meliputi memeriksa, menerbitkan, mema � 
dan perpanjangan masa berlaku Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan. 

8. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati.yang berupa has d ii hutan 
kayu dan basil hutan bukan kayu selain tumbuhan an satwa 
liar. 

9. Pengukuran hasil hutan adalah kegiatan �tuk_ mengetahui/ 
menetapkan isi (volume) dan atau berat dari hasil hutan. 

1 o. Pengujian hasil hutan adalah suatu kegiat8!:1 dalam_1 r an h gka 
menetapkanjenis, isi (volume) danmutu(kuaiitas) hasi utan. 

11. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan kayu termasuk komoditas 
hasil perkebunan yang dipungut dari hutan negara maupun hutan 
hak/milik. 

12. Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan sel� kayu 
termasuk komoditas basil perkebunan yang dipungut dari hutan 
negara. 

13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan � perairan 
disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 
kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan 
sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, n�ik turu� 
penumpang dan atau bongkar muat barang y�g d1leng�ap1 
dengan fasilitas keselamatan pelayaran_ dan keg1�tan penunjang 
pelabuhan serta sebagai tempat perpmdahan mtra dan antar 
moda transportasi. 

14. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya 
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disingkat dengan SKSHH adalah dokumen resmi yang 
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang digunakan dalam 
pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai 
alat bukti atas legalitas hasil hutan. 

15. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang 
selanjutnya disingkat P 2SKSHH adalah Pegawai Kehutanan 
yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai penguji Hasil Hutan 
yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan 
SKSHH. 

16. Daftar Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat DHH adalah 
dokumen yang berisi nomor dan tanggal LHP, nomor batang, 
jenis kayu, panjang, diameter dan volume setiap batang untuk 
kayu bulat; atau nomor urut bundel, jenis kayu, ukuran 
sortimen, jdmlah keping/bundel dan volume untuk kayu olahan; 
atau jenis, jumlah bundel dan berat untuk HHBK yang 
merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan dokumen 
SKSHH. 

1 7. Laporan Mutasi Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat LMKB 
adalah dokumen mutasi kayu yag berisi persediaan awal, 
penambahan, pengurangan dan persediaan akhir kayu bulat. 

18. Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya 
disingkatLMHHBK adalah dokumen mutasi HHBK yang berisi 
persediaan awal, penambahan, pengurangan dan persediaan 
akhir HHBK yang dibuat di tempat pengumpulan atau tempat 
penampungan atau di industri. 

19. Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan yang selanjutnya disingkat 
LMHHO adalah dokumen mutasi hasil hutan yang berisi 
persediaan awal, perolehan/penambahan, penggunaan, 
pengurangan (penjualan,pemakaian sendiri) dan persedian akhir 
hasil hutan olahan di industri yang terdiri dari Laporan Mutasi 
Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) dan Laporan Mutasi 
Hasil Hutan Olahan Bukan Kayu (LMHHOBK). 
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BAB II 
VISI DAN MISI 

Pasal2 
( 1) Visi Dinas adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan 

negara dan hutan rakyat secara optimal dan lestari untuk 
kesejahteraan masyarakat berdasarkan keadilan untuk 
mewujudkan kemandirian daerah. 

(2) Guna mewujudkan visi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ), 
maka misi Dinas, yaitu : 

a. Mewujudkan rehabilitasi lahan kritis, reboisasi dan 
penghijauan; 

b. Menyelenggarakan pengelolaan, perlindungan dan 
pengamanan sumberdaya hutan; 

c. Mempertahankan keberadaan sumberdaya hutan negara 
dan meningkatkan kawasan yang berfungsi hutan; 

d. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia 
kehutanan clan mengembangkan kelembagaan masyarakat 
di bidang kehutanan. 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

(I) Maksud ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan 
Dinas adalah untuk memberikan pedoman pelayanan kepada 
semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang 
kehutanan. 
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(2) Tujuannya ditetapkan Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan Dinas adalah penatausahaan hasil hutan berjalan 
dengan tertib dan lancar, agar kelestarian hutan, pendapatan 
negara dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat 
tercapai. 

BAB IV 
STAND AR OPERASIONAL PROSED UR PELAYANAN 

Pasal 4 

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubemur ini. 

Pasal5 
Mekanisme Pelayanan Dinas, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Gubemur ini. 

Pasal 6 
Mekanisme pengaduan pengguna pelayanan Dinas, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran ill Peraturan Gubemur ini. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 
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Pasal 8 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 30 Januari 2007 

GUBERNURJAWATENGAH 
ttd 

MARDIYANTO 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 31 Januari 2007 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH, 

ttd 
MARDJIJONO 

BERITADAERAH PROVINS! JAWA TENGAH 

TAHUN 2007 NOMOR 6 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN GUBERNUR JA WA TENGAH 
NOMOR 6 TAHUN 2007 
TANGGAL 30 JANUARI 2007 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAHA 

• SANKS I JENIS PROSED UR WAKTU SARAN A KOMPETENSI NO PELAYANAN PERSYARATAN PELA YANAN PENYELESAIAN BIAVA PROD UK PRASARANA PETUGAS TEMPAT 
PETUGAS PE MO HON 

I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

I Penerbitan I Surat I Pemohon mengajulcan I P2SKSH H Ses1.1ai SK SHH I Geduna I Pengetahuan Peraturan Sankli Dinaa 
Dokumen permohonan permohonan kepada selambal ketentuan kantor. a.Pemahaman Pen1erintah 1dm1nistrasi kehutanan 
SK SHH penerbitan P2SKSHH dengan Y••i 2. Ruang Undang- Nomor JO Sesuai tata ...... 

SKSHH dari melampirkan lambatnya I (satu) berlaku tun&i\J, undana Tahun 1980 tortib yana Wilayah 
perusahaan I persyaratan dan hari kerja setelah J. Kotak 11ran. Nomor 41 ten tang berlaku kcta 
perorangan tembusan kepada menerima 4. Papan Tahun 1999. Peraturan Semarana, 2. Jdentitas Kepala Dinu mekanisme b.Pemahaman Disiplin Kabupaton Pomohon (Foto perm oho nan 
copy KTP) 2. P2SKSHH mdakulcan pelayanan. Peraturan Pegawai Demak 

pemeriksaan peneri>itan SKSHH 5. Kaea Pemerintah NOlleri Sipil J Surat pemyataan 
cujuan persyaratan dan wajib melakukan pembesar Nomor 34 
pen1anl!kU11n pemeriksaan fisik hasil pemeriksaan 6 Pisau cutter Tahun 2002 
yang dibu&I oleh hutan di lapangan administrasi dan 7. Pita ukur 
pemohon J. Apabila penyaratan 8 Tally sheet c.Pemahaman 
dandapat tidak sesuai dengan fisik huil hutan 9 Alat tulis. Peraturan 
dipenanuuna Y•"ll telah ditentukan, 2 w a k t u 10 Me�ntik Daerah No 
jawabkan secara p 2 s K s H H penyelesaian I I Komputer I Tahun 
hukum menerbitkan surat penerbitan SKSHH 2002. 

4 B111i pemohon penolakan d Pemahaman 
an1kutan l1nju1an 4 Apabila persyaratan sesuai prestasi Koputusan 
juga monunjukan longkap dilanjutkan pengukuran Menteri 
dokumen SKSHH denuan pemerilcsaan pengujian oleh Kehutanan 
uli dan fisik dan DHH apabila P2SKSHH No 1261 
menyerahkan hasil pemeriksaan KPTS-11/ 
copy SKSHH asal sesuai dengan 2003 

5 Daftar hasil hutan dokumen SKSHH asli, 
(DHH) 



JENIS PROSED UR WAKTU SARAN A KOMPETENSI ·, SANK SI 
NO Pl!LAVAN� PERSVARATAN PENYELESAIAN BIAVA PROD UK PRASARANA PETUGAS TEMPAT PELAVANAN PETUGAS PBMOHON 

I 2· J 4 5 6 7 8 9 10 II 12 
6. l.apor111 Mutui p 2 s K s H H 2. Sikap: 

huil hutan menorbitkan Bori11 .. Komunikui. 
(LMKBI Acara Pemeriksaan b. Kestabilan 
LMHHOK). dan bila hasil emcsl. 

Pemerikuan ti1ik e Ketelitian 
tidak sesuai proses d. Jujur 
hukum. e. Resporuif 

5. p 2 s K s H H f Kerjasama. 
menerbitkan dan " Disiplin 
menandatanaani tinggi. 
DHH dan SKSHH 3. Ketrampilan 

6. Dokumon SKSHH T<l<nik 
diajukan kepada pelayanan 
pejabat 1truktural prim a 
uelon III atau pejabat 
dibawahnya yana 
ditunjuk untuk 
diketahui dan disetujui 

7. p 2 s K s H H 
menyerahkan 
dokumen SK SHH 
lembar I dan 2 
kopada pemohon 
disertai Serita Acua 
terah terima 

2. M.utiba I. SIDI I. p • m 0 h 0 n I. P2SKSH� Soauai Pernyataan I. Gedung I. Pengotahuan : Peraturan Sanbi 
l>olaimN Permohonan menaajukan selambat ketonllWI koabsahan kantor. a.Pemahaman Pemerintah administrasi 
SKSHH mematikan permohonan kopada yan1 huil hutan 2. Ruang Undang- Nomor 30 Sesuai tata 

dokumen SKSHH PJKB dengan lambatnya I (satu barlaku yana lu"l8ll. undang Tahun 1980 tenib yang 
dari perusahun I melampirkan hari kerja sotelal dianelrut 3. Kotak saran. Nomor 41 tent an a berlaku 
p•or1na1n persyan.tan dan menorim1 sesuai 4. Papan Tahun 1999 Peraturan 

2. lclentitas tembuun kepada dokumen mekanisme b.Pemahaman Disiplin 
pemohon (Poto kepala dinu 

permohon11 
SK SHH pelayanan. Pera tu ran Peaawai 

copy KTP). 2. PJKB melakukan peneri>itan SKSHH 5. Kaea Pemerinlah Nogori Sipil 
3. SKSHH uli pemeriksaan wajib mel1kuka11 pembesar. Nomor 34 lembor I dan 2 administrasi dan fisik pemeriks1111 6. Pisau cutter. Tahun 2002 Y!"' telah hasil hutan dilapangan administraai du 7. Pita ukur c Pemahaman 

12 II 10 

per11unn 
Dae rah 
Nomor I 
Tahun 2002 

d Pemah1man 
keputusan 
Menterei 
Kehutanan 
Nomor 1261 
KPTS·II/ 
2003 

2 Silcap 
• Komunlkasi. 
b Kestabilan 

emosi 
c KeteJitian 
d Jujur 
• Resporuif 
f Kerja,..ma. 
8- Disiplin 

tinui. 
3. Ketrampilan : 

Tdctik 
pelayanan 
prim1 

SARAN A KOMPETENSI SANKS! 
PRASARANA PETUGAS f----,....;.:.__...J TEMn 

PBTUGAS PEMOHON rAT 

8. Tally sheet. 
9 Alat tulis 
10.Mosin tik. 
11.Komputer 

PRODUK 

6 

BIAVA 

filik hasil hutan 
2Waktu 

penyele••i•n 
peno,bitan SKSJiH 
111u1i prest1si 
penaukur1n 
penaujian old 
P2SKSHH 

WAKTU 
PENYELESAIAN 

PROSED UR 
PELAYANAN 

4 

3 Apabila persyantan 
tidak se,uai dengan 
yang telah ditentukan 
PJKB menerbitka� 
SUret penoWcan 

4· Apabila persyaratan 
lenakap dilanju1kan 
dengan pemerikuan 
fisik dan DHH apabila 
huil pemerikuan 
sesuai dengan 
dokumen SKSHH ad� 
PlKB menerbitkan 
Derita Acara 
PemeriksHn dan bill 
huil Pemeriksaan 
fisik tidak sesuai proses 
hukum. 

5- PJKB men,isi kolom 
pemeriksaan hasil 
hutan dan mematikan 
dokumen SKSHH. 

6· PJKB menai!i kolom 
seaitiga dibagian 
uju ng dokumen 
SK SHH dengan 
lceterangan fisilc hasil 
hutan Yin& diterima. 

7 Pl KB rnonyerahkan 
dokumen SKSHH 
lembar 2 kepada 
pemohon untuk arsip 
perusahaan. 

oleh perusahaan 

PBRSYARATAN 

I peroranaan 
Y•na menerima 
hasil hutan. 

4. Daft1r huil 
hutan (DHH) 

NO fPELAYANAJ 

I 2 

I I 
JEN JS 

undang Tahun 1910 ���·� yan1 

I. Pena,e1ahuan Per8luran Sanbi 
• Pem1h1man Pemerintah •dmininras· 

Undan1- Nornor 30 S-ai Itta 

3 Potpa,vanpn I Surat I Pemohon mengajukan mua berlaku Permohon1n I P2SKSHH te1aonbot Sesua1 Dolrumen permohonan kepada Dokumen I Geduny 
SKSHH 

perpanjanaan P2SKSHH dengan -lambatnya I (satu) ketentuan SKSHH lwuor. masa berlakunya melamp1rkan hari kerja setelah yang 2 Ruang berlaku tunggu 



JENIS PROSEOUR WAKTU SARAN A KOMPETENSI SANKS I 
NO PEI.AYANA!- Pl!RSYARATAN BIAYA PROO UK PRASARANA PETUGAS Tl!MPAT PELA YANAN Pl!NYELl!SAIAN PETUGAS Pl!MOHON 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 
dokumen SKSHH persyaratan dan menerima 3. Kotak saran. Nomor 41 tentang dari pcrusahaan/ tembuun kepada lcepala 4. Papan Tahun 1999 Peraturan 
poror1ng1n dinu. pormohonan mekanisme b.Pemahaman Disiplin 2. Jdontit11 2. P2SKSHH melakukan pene,bitan SKSHH pelayanan. Peraturan Peaawai pcmohon (foto pemeriksaan wajib melakukan 5. Kaea Pemerintah Negeri copy KTP) persyara1an dan fisik pemeriksaan pembesar. Nomor 34 Sipil 3. Sopir/Nahkoda basil hutan di lapangan. 6. Pisau cutter. Tahun 2002 
menunjukkan 3. Apabila persyaratan adminisrraai dan 

7. Pita ukur. c Pemahaman 
SKSHH uli d111 tidak sesuai dengan yang fisik hasil hutan 8. Tally sheet. peraturan 
monyerahkan tel ah ditentukan, 2. w I k t u 9. Alat tulis. Daerah 
copy SKSHH P2SKSHH menerbitkln penyolesaian IO.Mesin tik Nomor I 
1111. sirat penolak111. 11.Komputer Tahun 2002 4. Surat keteran.gan 4. Apabila persyaratan pene,bitan SKSHH d. Pemaham1n dari sopir/ longkap dilanjutkan sesuai prestasi keputusan nahkoda 

dengan pemeriksaan pengukuran Menterei meny,enai alasan 
keterlambatan flsik dan DHH apabila pengujian oleh Kehutanan 
pengangkutan. hasil pcmailcsaan sesuai Nomor 126/ 

dengan dokumen P2SKSHH KPTS-11/ 
SKSHH asli, P2SKSHH 2003 
rnenerbitkan Serita 2 Sikap. 
Acara Pemeriksaan dan 1. Komunikas1 
bila huil Pemeriksun b. Kestabilan 
lisik tidak sesuai proses emosi. 
hukum c. Ketelitian. 

5. p 2 s K s H H d. Jujur 
menerbitkan per- e Responsif. 
panjangan mua f. Kerjasama. 
berlaku dokumen g. Disiplin 
SKSHH dengan tina:gi. 
perkirun waktu yang J. Ketrampilan · 
diperlukan untuk Teknik 
sampai di tujuan. pelayanan 

prima .. Penorbitan I. Surat I Pemohon menpjukan I. P2SKSHH oolambat Sesuai SK SHH I. Gedung I. Pengetahuan . Peraturan Slnksi 
SKSHHdi permohonan permohonan kepada ketentuan klntor. a. Pemahaman Pemerintat\ administrasi 

-lambatnya I (Situ) Sesuai tata Pel1buh1n penerbitan P2SKSHH dengan yang 2. Ruang Undang- Nomor 30 tenib yang SKSHH dari melampirkan hari kerja setelah berlaku tunggu. undang Tahun 1980 berlaku 

I I I JENJS 
NO IPl!LA Y ANAJI PERSYARATAN PROSED UR WAKTU 

Pl!LAYANAN Pl!NYl!LESAIAN BIAYA PROD UK SARAN A KOMPl!Tl!NSJ SANKS! 
I 2 3 PRASARANA Pl!TUGAS Pl!TUGA Tl!MPAT 4 5 S PEMOHON 

peru .. hun/ 6 7 8 persyaratan dan 9 10 II 12 perorangan tembusan kepada menerima 3. Kotak saran. Nomor 41 Tentana 2 ldentitas 
Pemohon (FOlo Kepala Dinas. permohonan 4. Papin Tahun 1999 peraturan 2 P2SKSHH melakukan pcno,t,itan SKSHH mekanisme b.Pemahaman Di11plin copy KTP). 

3. Surat pernyataan pemeriksaan wajib melakukan pelayanan. Peraturan Peaawai 
tujuan 1dministrasi dan 5 Kaea Pemerintah Neiien Sipil 

pcmeriksaan fiaik huil pemeriks11n 
pembesar. penganP:utan 

1dministr11i dan Nomor 34 
yang dibuat oleh hutan di lapang1n. . 6 Pisau cutter. Tahun 2002 
petnohon dan 3. Apabila persyaratan Jltik huiJ '-'tan 7. Pita ukur. e 
d1p1t tidak se1u1i dengan 2. w I k t u 8 Tally sheet Pemahaman 
dipcrtanuung· yana telah ditentukan, penyelesaian 9. Alat tulis. peraturan 
jawabkan socara P2SKSHH 10.Meoin tik. Daerah hukum menerbitkan 1urat penorbjtan SKSliH 11.Komputer Nomor J 4. Bali pcmoi,00 pcnolakan. sesuai denaan Tahun 2002 angkutan lanjutan 4. Apabila per1yara1an standar pruetui d .Pemahaman iuaa longkap dilanjutkan penaukuran dan kepututan menunjukkan denaan pemeriksaan Menterei dokumen SKSHH flsik dan DHH apabila P•n1uji1n oleh kehutanan asli dan huil pemerikuan P2SKSHH Nomor 126/ menyerahkan sesuai dengan KPTS-11/ copy SKSHH asa1 dokumcn SKSHH asli, 2003 5. Datlar hasil hutan p 2 s K s H H 2 Sikap (DHH) menerbitkan Derita a. Komuniwi. 6. Lapo'"" Mutasi 

huil hutan 
Acara Pemerik111n b Kost1bil111 

(LMKB/ dan bill huil emo,i. 
LMHHOK). pemerik111n fisik tidak c. Ketelitian. 

tesuai proses hukum. d. Jujur S. p 2 s K s H H e. Responsir, 
menlndatanpni DHH f Kerjasama. dan menerbitkan a. Disipin SK SHH. tinaai. 6. Dokumen SKSHH 3. Ketrampilan diajukan kepada Telcnik pejabat struktural pelayanan 

esefon Ill atau pejabat prim a 
dibawahny1 yang 
ditunjuk untuk diketahui 
dan disetuiui 



SARAN A KOMPETENSI SANKS! Jl!NIS PROSED UR WAKTU PROD UK TEMPAT NO IJ>ELAYANAI' PERSYARATAN Pl!LAYANAN PENYl!Ll!SAIAN BIAVA PRASARANA PETUGAS PETUGAS Pl!MOHON 

I 2 3 4 s 6 7 I 9 10 II 12 

7. P2SKSHH 
menyerahbn SKSHH 
Jembar I dan 2 ke 
pemohon dengan 
Berita Acara aenh 
terim1 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
ttd 

MARDIYANTO 



LAMPIRAN II 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 6 TAHUN 2007 
TANGGAL 30 JANUARI 2007 

MEKANISME PELAYANAN DINAS KEHUTANAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

A. Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH) 

epala 
inas 

Tembusan ................... 
PE MO HON � . 

Serita Acara Se rah 
Terima SKSHH I K 

. D ,1, 

P2SKSHH . 
,I, • • 

Memenuhi Tidak memenuhi 
Persyaratan Persyaratan .. 

+ .. 
I Sesuai fisik I I Tidak sesuai fisik f-- 

... 
Pengesahan 

- Pejabat Struktural Eselon Ill 
Atau Pejabat Dibawahnya ' 

Yang Ditunjuk j Proses hukum I 

77 



B. Mematikan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 

(SK SHH) 

C. Penerbitan Perpanjangan Masa Berlaku Dokumen Surat Ketarangan 
Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) 

Tembusan . -· ... ···········. : 

PEMOHON PEMOHON 

f Kepala 
\ Dinas ... 

Kepala 
Din as 

,r 

P3KB P2SKSHH 

Tidak memenuhi 
Persyaratan 

Memenuhi 
Persyaratan 

Sesuai fisik 

Memenuhi Tidak memenuhi 
Persyaratan Persyaratan �. • • f Sesuai fisik \ Tidak sesuai fisik }- 

Surat Pemyataan 
Keabsahan Hasil Hutan 

Yang diangkut 
Sesuai SKSHH 

Ukur ulang 100% 
oleh pemilik 

didampingi P3KB dan 
apabila tidak sesuai 

Proses Hukum 

Dokumen SKSHH I Proses hukum I 

79 
78 



P2SKSHH 
(dianalisa) 

GUBERNURJAWATENGAH 
ttd 

MARDIYANTO 

DINAS 

LAMPIRAN III 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 6 TAHUN 2007 
TANGGAL 30 JANUARJ 2007 

Jawaban 

PE MO HON 

MEKANISME PENGADUAN PENGGUNA PELAYANAN 
DINAS KEHUTANAN PROVINS! 

JAWATENGAH pal a 
as 

D. Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH) Di Pelabuhan 

Tembusan ·-··-····-·-·······: . PEMOHON 14- � 
: 

,i, Serita Acara Serah 

I Ke Terima SKSHH 
Din . ... 

. P2SKSHH 

,I, • J. 
Memenuhi Tidak mernenuhi 

Persyaratan Persyaratan 
,I, • J. 

I Sesuai fisik I Tidak sesuai fisik I-- 

Ir 

Pengesahan 
Pejabat Struktu�I Eselon 111 ,. � 
Atau Pejabat Dibawahnya 

j Proses hukum I Yang Ditunjuk 

GUBERNURJAWATENGAH 
ttd 

MARDIYANTO 
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